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BAB I
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan Papua New Guinea Solution oleh Pemerintah Australia
untuk penampungan pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru
menghadirkan upaya dan menghadapi hambatan. Upaya yang dilakukan antara lain
penyediaan fasilitas dasar, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan program
pendidikan. Namun, hambatan signifikan muncul, termasuk stigma negatif terhadap
pengungsi yang dipengaruhi oleh pandangan anti-imigrasi di masyarakat Australia.
Selain itu, kekurangan fasilitas yang memadai, keterbatasan tenaga medis, serta
kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan pendidikan menghambat upaya
pemenuhan hak-hak pengungsi.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa upaya untuk menyediakan
perlindungan dan memenuhi hak-hak pengungsi, penerapan Papua New Guinea
Solution ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang
dijamin oleh hukum internasional.

Maka dari itu, penerapan kebijakan ini kurang optimal dalan menghadapi
tantangan dalam memenuhi kewajiban internasional Australia terhadap
perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka sehingga perlu adanya evaluasi
lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dan pencari suaka dapat

dipenuhi secara adil dan manusiawi.
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SARAN

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kebijakan

pengungsi di Australia, dengan tujuan memastikan perlindungan yang lebih baik

terhadap hak asasi manusia dan menciptakan pendekatan yang lebih adil serta

manusiawi dalam penanganan pengungsi sebagai berikut:

1.

Penyelenggaraan forum internasional yang melibatkan negara-negara yang
memiliki kebijakan serupa, organisasi internasional seperti UNHCR, dan
lembaga hak asasi manusia untuk membahas solusi terbaik dalam menangani
pengungsi dan pencari suaka. Forum ini bertujuan untuk memastikan kebijakan
yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional
serta membangun mekanisme yang lebih transparan dan berbasis hak asasi
manusia.

Negara-negara yang menerapkan kebijakan pengungsi secara represif dan
bertentangan dengan prinsip Konvensi Jenewa 1951 perlu menghadapi sanksi
internasional, seperti embargo atau blokade ekonomi oleh komunitas
internasional. Tekanan ini bertujuan untuk mendorong reformasi kebijakan
agar lebih selaras dengan standar hak asasi manusia dan memberikan
perlindungan yang layak bagi para pengungsi.

Australia perlu memperkuat kerja sama dengan UNHCR untuk memastikan
pemrosesan suaka yang transparan dan adil. Kerja sama ini akan membantu
memenuhi kewajiban internasional dan mendukung solusi jangka panjang bagi

pengungsi.
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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

Bagaimana Papua New
Guinea Solution
mencerminkan dinamika
hubungan antara
Australia, Papua Nugini,
dan negara-negara di

kawasan Asia Pasifik?

Papua New Guinea Solution mencerminkan
ketimpangan hubungan antara Australia dan
Papua Nugini, yang didasari oleh perbedaan
signifikan dalam hal kekuasaan politik dan
kekuatan ekonomi. Kebijakan ini adalah bentuk
strategi Australia untuk mengatasi permasalahan
pengungsi melalui outsourcing, yaitu dengan
memindahkan pengelolaan pengungsi ke negara
tetangga seperti Papua Nugini. Dalam
implementasinya, Australia membayar Papua
Nugini untuk menyediakan fasilitas dan

mengelola detensi para pengungsi.

Hal ini menunjukkan ketergantungan Papua
Nugini terhadap bantuan ekonomi dari Australia,
yang pada gilirannya memperkuat posisi
dominan Australia di kawasan Asia Pasifik. Di
sisi lain, kebijakan ini menempatkan Papua
Nugini dalam posisi sulit, karena mereka harus
menanggung beban sosial dan politik dari
pengelolaan pengungsi yang sebetulnya tidak
sepenuhnya menjadi isu domestik mereka.
Dinamika ini mencerminkan hubungan yang
asimetris, di mana Australia cenderung
memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk
mengalihkan beban migrasi, sementara Papua
Nugini menjadi sekadar penerima kebijakan

tanpa banyak pilihan untuk menolak.




Kebijakan ini juga menjadi cerminan lebih luas
dari bagaimana negara-negara besar di kawasan
Asia Pasifik berinteraksi dengan negara-negara
kecil, dengan memanfaatkan ketergantungan
ekonomi sebagai alat untuk menjalankan agenda
mereka. Papua New Guinea Solution, meski
tampaknya seperti kerja sama bilateral, pada
kenyataannya lebih mencerminkan dominasi

Australia dalam hubungan ini.

Bagaimana respons
negara-negara di Asia
Pasifik terhadap detensi
pengungsi di Manus dan
Nauru, termasuk dalam
konteks hubungan
diplomatik mereka

dengan Australia?

Respons negara-negara di Asia Pasifik terhadap
kebijakan detensi pengungsi di Manus dan
Nauru secara umum cenderung pasif dan tidak
terbuka. Sebagian besar negara di kawasan ini
masih berstatus negara berkembang, dengan
tantangan domestik seperti kemiskinan,
pengangguran, dan infrastruktur yang terbatas.
Isu pengungsi sering kali tidak menjadi prioritas
utama mereka, karena mereka lebih fokus pada

permasalahan internal yang lebih mendesak.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran terhadap
hak-hak pengungsi di kawasan ini juga
memengaruhi sikap negara-negara tersebut.
Sebagai contoh, banyak negara di Asia Pasifik
tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk
menangani isu pengungsi, dan beberapa bahkan
belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.
Hal ini menciptakan situasi di mana isu detensi
pengungsi tidak banyak dibahas dalam agenda

diplomatik, baik secara bilateral dengan




Australia maupun dalam forum regional.

Namun, dari sudut pandang diplomasi, kebijakan
detensi pengungsi ini tetap menjadi tantangan
bagi Australia. Kritik dari kelompok masyarakat
sipil dan organisasi internasional terhadap
kondisi detensi di Manus dan Nauru sering kali
mencoreng reputasi Australia sebagai negara
yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi
manusia. Dalam hubungan diplomatik, negara-
negara kawasan dapat saja memanfaatkan
kelemahan ini untuk menekan Australia dalam
negosiasi tertentu, meskipun hal ini jarang

terjadi secara langsung.

Apakah kebijakan ini
menciptakan ketegangan
atau peluang kerja sama
baru antara Australia dan
negara-negara transit

lainnya di Asia Pasifik?

Kebijakan Papua New Guinea Solution
menciptakan dua dinamika yang saling bertolak
belakang—ketegangan sekaligus peluang kerja
sama baru antara Australia dan negara-negara

transit lainnya di Asia Pasifik.

Ketegangan muncul karena kebijakan ini
dianggap sebagai bentuk pengalihan tanggung
jawab Australia atas masalah pengungsi kepada
negara-negara yang memiliki kapasitas lebih
kecil. Misalnya, Papua Nugini harus
menanggung dampak sosial, politik, dan
ekonomi dari keberadaan kamp detensi tanpa
mendapatkan dukungan jangka panjang yang
signifikan dari Australia. Hal ini menciptakan
kritik terhadap Australia, baik dari negara-negara

tetangga maupun komunitas internasional, yang




melihat kebijakan ini sebagai bentuk

penghindaran tanggung jawab.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat
membuka peluang kerja sama baru dalam
pengelolaan migrasi di kawasan. Jika Australia
dapat memanfaatkan hubungan ini untuk
menciptakan dialog yang lebih inklusif dan
mendukung negara-negara transit dengan
bantuan pembangunan infrastruktur, pendidikan,
dan pelatihan terkait pengelolaan migrasi, maka
kebijakan ini dapat menjadi langkah awal untuk

membangun solidaritas regional.

Selain itu, kerja sama ini juga dapat menciptakan
mekanisme regional yang lebih terpadu dalam
menangani isu migrasi dan pengungsi, seperti
berbagi beban antarnegara dan menciptakan
standar perlakuan yang lebih manusiawi bagi
pengungsi. Dengan pendekatan yang lebih adil
dan berbasis kemitraan, ketegangan yang muncul
dari kebijakan ini dapat diubah menjadi fondasi
bagi hubungan yang lebih erat dan saling

menguntungkan di kawasan Asia Pasifik.

Apa saja hambatan yang
dihadapi Australia dalam
memenuhi hak-hak
pengungsi dan pencari
suaka di Pulau Manus

dan Nauru?

Australia menghadapi sejumlah hambatan
signifikan dalam memenuhi hak-hak pengungsi
dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru,
yang terutama berkaitan dengan kesalahan dalam
menerapkan prinsip Good International
Citizenship. Kebijakan "offshore processing"

yang diterapkan di kedua pulau tersebut telah




menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia
yang serius, termasuk penahanan yang tidak adil
dan tidak manusiawi. Pengungsi dan pencari
suaka sering kali diperlakukan dalam kondisi
yang tidak layak, dengan fasilitas penahanan
yang tidak memadai, kekurangan akses terhadap
layanan kesehatan, serta kekerasan fisik dan
psikologis. Hal ini jelas bertentangan dengan
kewajiban internasional Australia, yang
seharusnya menjamin perlindungan terhadap
hak-hak dasar pengungsi sesuai dengan

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya.

Selain itu, Australia juga menghadapi kritik
karena pelanggaran prinsip non-refoulement,
yang melarang pengembalian pengungsi ke
negara di mana mereka berisiko mengalami
penyiksaan atau penganiayaan. Dengan
mengirimkan pengungsi ke Pulau Manus dan
Nauru, yang memiliki catatan buruk dalam
perlakuan terhadap pengungsi, Australia
dianggap gagal menjalankan kewajibannya
untuk memastikan bahwa pengungsi tidak
dikirim kembali ke tempat yang membahayakan
mereka. Selain itu, pengungsi yang ditahan di
kedua pulau tersebut sering kali tidak memiliki
akses yang memadai untuk proses suaka yang
adil dan transparan. Akses terhadap konseling
hukum dan dukungan lainnya terbatas,

membatasi kemampuan mereka untuk




mendapatkan perlindungan yang sah.

Lebih lanjut, penahanan yang berkepanjangan di
Pulau Manus dan Nauru berdampak buruk
terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi.
Banyak dari mereka yang mengalami depresi,
gangguan kecemasan, dan gangguan mental
lainnya akibat ketidakpastian status mereka dan
kondisi kehidupan yang buruk. Laporan
internasional menunjukkan bahwa kondisi ini
menciptakan lingkungan yang tidak mendukung
kesejahteraan pengungsi, yang seharusnya
menjadi tanggung jawab utama Australia sebagai
negara yang berkomitmen pada prinsip Good
International Citizenship. Kurangnya
kerjasama yang efektif antara Australia dan
organisasi internasional seperti UNHCR juga
menambah tantangan ini. Meskipun Australia
terikat oleh konvensi internasional,
keberlanjutan kebijakan penahanan di luar negeri
menimbulkan ketegangan dengan UNHCR dan
organisasi kemanusiaan lainnya. Terbatasnya
akses bagi organisasi-organisasi ini untuk
memantau kondisi pengungsi serta keterlibatan
mereka yang minimal dalam proses
perlindungan menunjukkan kurangnya
keseriusan Australia dalam bekerja sama dengan
badan-badan internasional demi memenuhi

kewajibannya.

Secara keseluruhan, kebijakan "offshore




processing” yang diterapkan oleh Australia di
Pulau Manus dan Nauru menunjukkan kegagalan
besar dalam menerapkan prinsip Good
International Citizenship. Australia
dihadapkan pada tantangan besar dalam
memastikan hak-hak pengungsi terlindungi
sesuai dengan standar internasional yang
berlaku. Negara ini perlu meninjau dan
mereformasi kebijakannya agar lebih selaras
dengan kewajiban internasionalnya dan
berkomitmen pada perlindungan hak asasi

manusia yang lebih baik.
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